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PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Manna  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  umur  23  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di  Kabupaten Bengkulu

Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal   03

Februari  2020  telah mengajukan gugatan yang telah didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Manna dengan Nomor   48/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 04

Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  istri  yang sah,  menikah

pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, dengan wali Nikah Ayah Kandung

penggugat,  status  perawan,  dengan  jejaka  dengan  Mas  kawin  Berupa

Seperangkat perhiasan Mas dibayar tunai,  sebagaimana tercantum dalam

kutipan  akta  nikah  nomor  :No Akta  Nikah yang  dikeluarkan  oleh  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Manna tanggal 19-08-2015;

2. Bahwa sesaat  setelah akad nikah Tergugat  mengucapkan sighat Taklik

Talak:;

3. Bahwa  setelah  menikah  Tergugat  dan  Penggugat  membina  Rumah

Tangga di rumah Orang tua Penggugat selama 3 tahun di Jl. Pasar Bawah,
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sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul

sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, Anak bernama Anak, laki-laki,

berumur 3 tahun, Yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang

lebih 5 bulan, kemudian sejak bulan Maret 2016 sering terjadi pertengkaran

dan perselisihan yang sulit didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

- Tergugat Malas mencari nafkah;

- Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas ;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan

Terggugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017, selama berpisah antara

Penggugat dan Tergugat Tidak Pernah Berkomunikasi Lagi,  Tergugat juga

tidak  memberikan  Nafkah  batin  dan  Nafkah  Lahir  untuk  kebutuhan

Penggugat  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  selama  lebih

kurang 2 tahun;

8. Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil  karena Penggugat tidak mau lagi  berumah

Tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  teresebut  diatas  Penggugat  merasa  tidak

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan

terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama CQ.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

memberikan putusan sebagai berikut

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

3. Membebankan Segala Biaya perkara Sesuai Undang-Undang Yang

Berlaku ;

 SUBSIDER:;

Apabila  Majelis  Majels  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-
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adilnya

Bahwa  pada hari  persidangan yang telah ditetapkan,  Penggugat  telah

hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

pula  menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil / kuasa hukumnya, meskipun menurut  relaas panggilan yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena Tergugat  tidak  pernah

hadir  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  namun

Majelis  Hakim  tetap  berusaha  menasehati  Penggugat  agar  rukun  kembali

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

membacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  maksud  dan  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat   telah

mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat : 

Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor No Akta Nikah tanggal 19 Agustus

2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

 B. Saksi :

1. Saksi I, selaku sepupu Penggugat   yang menerangkan di bawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah  adalah suami isteri   dan

sudah  dikaruniai seorang    anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di di rumah orang tua  Tergugat kemudian pindah kerumah orang tua

Penggugat di Pasar Bawah Manna ;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

harmonis, namun sejak 2016  sudah tidak harmonis lagi karena sering

berselisih  dan  bertengkar dan  Saksi  penah    mendengar  langsung

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 
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- Bahwa    Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

Maret 207  hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2

(dua) tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

berkumpul lagi;

- Bahwa  saksi   telah  berusaha  merukunkan  atau  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II.  selaku bibi  Penggugat  yang menerangkan di bawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat dan Tergugat adalah  adalah suami isteri   dan

sudah  dikaruniai seorang    anak ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di  di  rumah orang  tua   Tergugat  lalu  Pindah  ke  rumah  orang  tua

Penggugat di Pasar Bwah Manna  

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

harmonis, namun sejak 5 bulan setelah menikah  sudah tidak harmonis

lagi  karena  sering  berselisih  dan  bertengkar dan   Saksi  penah

mendengar  langsung   perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat  

- Bahwa    Penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja untuk mencari

nafkah  dan  Tergugat  sering  membentak-bentak  Penggugat  tanpa

alasan jelas  ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak

Maret 2017  hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 2

(dua) tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah

berkumpul lagi;

- Bahwa  saksi   telah  berusaha  merukunkan  atau  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-

buktinya lagi,  dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya

tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  daripada  gugatan  Penggugat

adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; 

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  tersebut  tidak  dapat  dilakukan

mediasi karena  Tergugat  tidak hadir di persidangan, tetapi Majelis Hakim dalam

setiap persidangan tetap  menasehati  Penggugat  agar  tidak  bercerai  dengan

Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya mendalilkan telah

melangsungkan perkawinan dengan  Tergugat   dihadapan Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan   Kantor  Urusan  Agama Kecamatan

Kota Manna Kabupaten Bengkulu,  dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak

harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi,  oleh  karena  itu   Penggugat   memiliki  legal  standing untuk  mengajukan

gugatan  cerai  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan

perubahan  kedua  dalam  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Penggugat   dan  Tergugat   beragama  Islam  dan

perkawinan  mereka dilangsungkan  berdasarkan hukum Islam oleh  karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
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maka  dengan  demikian  perkara  a  quo merupakan  kewenangan  absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat,  mengakibatkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat  tersebut  di  atas,

maka yang menjadi  permasalahan dalam perkara ini  adalah perselisihan dan

pertengkaran  seperti  apa  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  dan

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan

yang  sah,  maka  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  verstek

sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang,  bahwa  meskipun  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan

dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian

(personal recht) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak

akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani

kewajiban  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  sebagaimana,

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jis. Pasal 283 Rbg;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  tersebut,

Penggugat  telah mengajukan bukti surat  yang diberi kode P serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P,  telah dilegalisir dan

telah  dicocokan  dengan  aslinya,  dengan  demikian  bukti  tersebut  telah

mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  maksud  Pasal  1888  KUH

Perdata,  serta  bukti  tersebut,  telah  dimeteraikan (dinazegelen)  secukupnya

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun

1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti   P, berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti

antara  Penggugat  dan  Tergugat  memiliki  hubungan  hukum  telah  dan  masih

terikat dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa  alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat

adalah  didasarkan  atas  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975  jo.  Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991  jis. Pasal 76

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  Majelis  Hakim  perlu  mendengar  kesaksian  keluarga  atau  orang-orang

yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim

telah  mendengar  2  (dua)  orang  saksi  Penggugat,  masing-masing  bernama

Maryana, SE binti Z Asikin Sy, selaku sepupu Penggugat   dan  Nurhayati binti

Syafri Yanum. selaku bibi Penggugat ;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  Penggugat  di

persidangan,  yaitu  saksi  1  dan  saksi  2,  mempunyai  hubungan  keluarga

kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg  jo Pasal 76

Undang-Undang   Nomor   7  Tahun  1989  jis. Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun

1991;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  adanya  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat yang disebabkan karena  Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah

dan Tergugat sering membentak-bentak Penggugat tanpa alasan jelas   adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg.

sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  dan

kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut
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dijadikan  bukti  dalam  perkara  ini,  karena  saksi  dianggap  pantas  dan  layak

mengetahui perselisihan Penggugat  dan Tergugat  tersebut, karena hubungan

Penggugat   dengan saksi,  baik dilihat dari  jarak tempat tinggal  maupun dari

hubungan silaturrahmi masih terjalin secara baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan   Penggugat   dihubungkan

dengan  bukti-bukti,  baik  bukti  surat  maupun  keterangan  kedua  orang  saksi,

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat    dengan Tergugat   adalah suami istri sah  dan telah

dikaruniai  seorang     anak;

- Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat     dengan  Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak 2016  rumah tangga Penggugat    dengan

Tergugat    sudah tidak  harmonis  lagi  karena antara  Penggugat    dengan

Tergugat    sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat    dengan

Tergugat    karena   Tergugat  malas  bekerja  untuk  mencari  nafkah  dan

Tergugat sering membentak-bentak Penggugat tanpa alasan jelas   ;

- Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  antara

Penggugat    dengan  Tergugat     telah berpisah tempat tinggal sejak MAret

2017  sampai dengan sekarang atau selama lebih kurang  kurang lebih 2

(dua) tahun;

- Bahwa, Penggugat     telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim

telah menasehati  Penggugat    di  persidangan agar tidak bercerai dengan

Tergugat,  namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di  atas, terutama

dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang

telah  ditimbulkan  sebagai  dampak  dari  pertengkaran  tersebut  yakni  antara

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama   kurang lebih 2

(dua)  tahun,  sementara  itu  adanya  usaha  yang  setidak-tidaknya  menasehati

salah  satu  pihak  agar  kembali  rukun  dalam  rumah  tangga,  ternyata  tidak

berhasil,  di  samping itu  walaupun usaha Majelis  Hakim yang mengupayakan

agar  Penggugat  bisa  kembali  membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat,
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namun  Penggugat  tetap  bersikeras  ingin  bercerai  dengan  Tergugat,  atau

setidaknya nasehat Majelis Hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari

pihak  Penggugat,  sehingga  dengan  demikian  patut  dinyatakan  bahwa antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu

sama  lain  baik  lahir  maupun  batin  atau  dapat  dikategorikan  sebagai  rumah

tangga  yang  telah  pecah,  karena  itu  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  menciptakan  keutuhan  rumah

tangganya  yang sakinah,  mawaddah  dan rahmah sebagaimana  maksud

ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  diatas,  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam

Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

فيِ إنَِ ورََحْمَةً مَودَةًَ بيَنْكَمُْ وجََعلََ إلِيَهْاَ لتِسَْكنُوُا أزَْواَجًا أنَفُْسِكمُْ مِنْ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ ومَِنْ

ٍ لياَتٍ ذلَكَِ يتَفَكَرَُونَ لقَِومْ

Artinya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat

selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap

sudah  tidak  lagi  berkeinginan  untuk  meneruskan  rumah  tangganya  dengan

Tergugat,  maka  agar  kedua  belah  pihak  berperkara  tidak  lagi  lebih  jauh

melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses

negatif yang lebih besar atau aspek  mudharat yang ditimbulkan daripada asas

kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dibubarkan  atau  diceraikan

daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
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1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  telah  terdapat  cukup  alasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat

tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka perceraian antara Penggugat

dengan  Tergugat  dikategorikan  talak  ba’in  shugraa,  dengan  demikian  Majelis

Hakim  berpendapat  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  dapat

diputuskan  dengan  talak  ba’in  shughraa,  sebagaimana  dimaksud  Pasal  119

angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;    

 Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat

dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

sebagaimana  telah  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundangan  lain

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Rabu tanggal  26  Februari  2020 Masehi.  bertepatan

dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah. Oleh kami Rohmat, S.Ag.,M.H. sebagai

Ketua Majelis,  Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H. dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag masing-

masing sebagai Hakim Anggota,  putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
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Hakim-hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Dansahari,  S.H  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; 

Ketua Majelis,

      Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,           Hakim Anggota,

   Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.        Rojudin, S.Ag.,M.Ag

       Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.    30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp.    75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp  240.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp    20.000.00

5. Biaya Redaksi : Rp     10.000,00

6. Biaya Materai                          : Rp.      6.000,00  

Jumlah                   : Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) 
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